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Tentang Komnas Perempuan
Latar Belakang- Pengalaman Perempuan dalam Migrasi

Pendapat terhadap Pasal 54 Ayat (1) Huruf a dan b UU No.

18 tahun 2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(UU PPMI)

Pendapat terhadap Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a
UuU PPMI

Kesimpulan







KOMISY NRSTONAL AWYT KEXEARSAN TERRRUAP PEREWPUAN [KOMNAS
PEREMPORN]

Lembaga nasional hak asasi manusia dengan mandat spesifik:
. Mewujudkan kondisi kondusif untuk penghapusan segala bentuk
- kekerasan terhadap perempuan & perlindungan HAM perempuan.

- Latar: Tragedi Mei 1998
’ " Dasar: Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 & Peraturan Presiden

~ No. 65 Tahun 2005

Y =~ Kewenangan: Pendidikan Publik, Pemantauan, pencarian fakta,
~_ pendokumentasian, kajian, rekomendasi kebijakan, kerjasama

* _ Acuan Kerja: Konstitusi; UU No. 7/1984 dan UU No. 5 /1998
Sifat : independen

M



KONFLIK
KERJH
TRUFFICKING

KOMNKS PEREMPULN

Lintas waktu: pemantauan, kajian, rekomendasi kebijakan, dukungan penyelesaian
kasus

2000: Gerakan Perempuan Peduli Buruh Migran — gerakan lintas sektor

2001: Perumusan RUU Perlindungan BMI; isu BMI di World Conference on
Racism

2002 - 2004: pengembangan Layanan pemulihan bagi perempuan BMI yang
menjadi korban kekerasan

2004: masukan untuk RUU PPTKLN

2006 : Jakarta Process: undocumented migrant domestic workers - Seoul
Process (2006)

2006: Fasilitasi kunjungan UNSR on Migrant Workers; Inter-Regional Dialogue for
input into High-Level Dialogue on Migration and Development; Standar perda
buruh migran dalam konteks otonomi daerah

2007: BMI & Penghapusan Penyiksaan, fasilitasi kunjungan UNSR on Torture
2009: Instrumen pemantauan HAM buruh migran

2010: National inquiry Komnas Perempuan — Komnas HAM

2011: Satgas Presiden untuk TKI yang terkena hukuman mati ; masukan untuk
ILO Convention on Domestic Workers



Ay 2. LATHR BELKKANG —

o PENGHLAMAN PERENPUKN LKW WIGRASY




HiGRAST BERWAJAR PEREMPUAR:

Kebijakan migrasi dan praktik rekruitmen
Sektor

. 1 Risiko
' Dampak

% perempuan > laki-laki bermigrasi untuk kerja relatif lebih besar

PENINGKATAN WRHSTYS DURY 57% PADA Z0TY MENJUDY 79°% PHDK 2076 DAKI TOTAL bRy
[FUSLITF NFP2IKI, 2015]

Pengalaman khas perempuan dalam migrasi




DASKRTWTNAS DN KEKERNSKN THUP P Q

(PEMANTRUAN STTUASY fR PEKERIN MIGRAN ~ KOWNKS PEREWPUAN BAN KOWNKS fiki.2013]

Berdasarkan Jenis Pekerjaan, a.l. :
PRT tidak boleh memegang paspor sendiri,
upah lebih rendah, tidak boleh keluar rumah
pemberi kerja/majikan dan tidak ada libur

Berdasarkan Jenis Kelamin, a.l. :

Proses Pemberangkatan:
Pemaksaan alat kontrasepsi
larangan hamil selama bekerja

Izin dari pasangan (di beberapa negara)
Perbedaan perlakuan dan risiko pekerja Biaya penempatan sebagai PRT lebih tinggi
migran perempuan karena mayoritas daripada jenis pekerjaan yang diampu oleh
bekerja di sektor informal pekerja migran laki-laki
Perbedaan upah untuk pekerjaan yang Rentan kekerasan seksual: ruang “privat”
setara dan kerap tidak tersentuh hukum
Beban berganda karena konstruksi gender, ketenagakerjaan

termasuk relasi dalam keluarga Terbatasnya akses keadilan untuk kasus

Rentan perdagangan orang, khususnya kekerasan berbasis gender
untuk tujuan seksual 8




PERGALANKN PEREMPUAN BALAM MIGRASI

983 kasus kekerasan terhadap PPMI

2694 kasus perdagangan orang terkait migrasi
tenaga kerja.

Kekerasan terjadi hampir di setiap tahapan
migrasi

Jenis-jenisnya kekerasan yang dialami PPMI:

m]

m]

Kekerasan fisik, psikis dan seksual,
Penipuan dan gagal berangkat
Ekploitasi di penampungan di dalam
negeri dan di luar negeri,

Eksploitasi: jeratan hutang, gaji tidak
dibayar, pemerasan oleh agen dan P3MI,
PHK sepihak, masalah pencairan hak
asuransi

penahanan dokumen

larangan beribadah

Larangan berkomunikasi

Hukuman mati

perdagangan orang




RUKNG HBUZ REKRUTWEN KERJX RN PERUKGRNGAN Uk

BERULANG AN MASTF HINGEA KWV

KERENTANAN WiSKRIMINASY, EKSPLOITASY bAN

KEKERUSAN THNG BIHKDHPY PEREMPUAN BRY

PHDA REKRUTMEN, SEBELUN KESERANGKATAN.
DI MASA KERIA, DAN PEMULANGHN

UU No. 39 Tahun 2004 ttg PPTKI

v Akui kedekatan isu migrasi pekerja dengan isu trafiking

v' Tidak tegas tanggung jawab korporasi dalam mengurangi
risiko trafiking dalam bentuk eksploitasi dan bentuk2
kekerasan lainnya

v" Lebih mengatur tata kelola, minim pelindungan BMI

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

v' Melarang perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi
® |arangan eksploitasi termasuk untuk pemanfaatan tenaga atau
kemampuan, atau menempatkan seseorang dalam kondisi serupa
perbudakan, penindasan, pemerasan
e Tidak eksplisit mengaitkannya dengan konteks penempatan BMI

Akibatnya, ketika terjadi situasi eksploitatif kepada BMI:
* Pelaksana Penempatan TKI lepas tangan

* Pemerintah “memediasi” pekerja — majikan
« BMI korban eksploitasi dll paling dirugikan




o ——

KERGHGKA PEALTWGUNGAN HAK HYGAAS] & KERJA

Konstitusi

hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
Hak atas rasa aman
bebas dari perbudakan,

Hak bebas dari diskriminasi, atas dasar apapun

PERLINDUNGHN, PEMKSUKN, PENEGKKKN, DAN PENENUHAN RAK KSAST WANUSIA ADALAR THNGGUNG
SHWHE NEGHRA, TERUTHMA PEMERINTARH.

UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

UU No. 7 Tahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 26 tahun 2008 tentang Perempuan n
Pekerja Migran




VEROBUSHN, AL

MENGADOPST KERKNGKA PELINDUNGHN 8HGI B0
AN KELUKRGHNT K
MENEGHSKAN “WSKS KNTI-PERDMGANGHN
MANUSTA
°  KEVENVUAN PENGHUKUMAN WHE! PR
PELKY KESKRKVHN MIGRASH TENHGA

KERJA: PERSECRKNGAN, KURPORAS DAN
PESHEKT PUBLIK.

WEOKGANYSHSI PERKN PENTELENGGHR AN

THNGGUNG SHwil NEGHRK i TINGKKT NASIONAL,

DHERAR. DESA

RUHN

& PERBHIKAN :

ELUM SENTUR KKAR MASHLAR MIGHHST UNTUK KERJA DHN
KONTEKS KiHS PEREMPUAN

ELUM KOMPRENENSTF MENTIKAPY KERENTANAN PAbA
KEKERKSAN HKVBHT SEKTOW KEWSHNTA:

YMPLEMENTHST MEMBUTURKAN KTURKN TURUNKN TANG
BERSENSHNG

HSTH KA PELUANG PENGULENGHN iWPUNITAS TERRKuAP
PELHKU KESHRATAN YHNG DILKKUKHN OLER BADAN AUKUM
AVHU KORPORKSY

PELUANG WEVIKVIMISKST KORBHN, TERUTHIA TERKHIT 15U
PEMALSUKN DOKUMEN.




3. PENURPAT TERRABAP PRSAL 5% ATAT (1) RUAUF & DAN B U0 is
 TRRUN 2077 TT& PELINDUNGEN PEKERJA SGRAN TNDONESTA




Penegakan HAM dalam Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja

Baik negara asal maupun penerima berkewajiban mengatur dan

mengawasi keterlibatan pihak swasta (GR 26 CEDAW, point. 23)
Melalui kebijakan yang sensitif gender dan berbasis HAM
Mencakup semua tahapan migrasi
Memfasilitasi akses untuk bekerja di luar negeri, mempromosikan migrasi aman
dan melindungi hak-hak perempuan migran

Mengacu pada Guiding Principle on Business and Human Rights

diadopsi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam
Rencana Aksi Nasional HAM tentang Bisnis dan Hak Asasi manusia, yang telah
dicatatkan dalam lembaran negara nomor 856 Tahun 2017

Kerangka: Perlindungan, Penghormatan, Pemulihan




o ——

- Tiga Pilar Utama Bisnis dan HAM

Prinsip Perlindungan:
kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus
melindungi individu dar1 pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis,
melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai;
Prinsip Penghormatan:

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak
melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan [cara] menghindari,
mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional perusahaan;

Prinsip Pemulihan korban:

perluasan akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif,
baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial




- Penjelasan Pasal 66 Konvensi Migran dalam Komentar umum

Komite ICWM Nomor 1 tentang Pekerja Migran Domestik -
‘ Vlengenai Agen Pere enaga Kerja

Negara Pihak berkewajiban untuk secara efektif mengatur dan memantau
perantara tenaga kerja, agen perekrutan dan perantara lainnya untuk memastikan
bahwa mereka menghormati hak-hak pekerja rumah tangga, sekurangnya :

Perizinan, kemungkinan melibatkan proses akreditasi dan pembaruan berkala;

Pemantauan, inspeksi dan evaluasi;

Sanksi dan denda;

Sistem pencatatan dan pelaporan, termasuk format berbasis web yang secara
luas dan mudah diakses oleh publik, dengan perhatian khusus pada contoh
pengaduan dan perselisihan yang melibatkan pekerja.

Negara-negara pihak harus menetapkan Kkriteria Khusus yang berkaitan
dengan hak-hak pekerja rumah tangga migran dan memastikan bahwa

hanya agen yang memenuhi kriteria dan kode ini yang dapat terus -
beroperasi.




I PASKL 5% AYAT (] HUROY A AN & 0 PPT

b

/ N\

mengatur mengenai persyaratan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang ingin memperoleh Surat [zin Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (SIP3MI)

bagian dari kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty barrier) untuk
memastikan keterlibatan pihak swasta sesuai dalam tata kelola migrasi sesuai
standard yang berlaku, terutama standar HAM

bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah memastikan perusahaan yang terlibat
dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja turut menyediakan mekanisme pemulihan
yang efektif bagi pekerja migran yang menjadi korban.

Deposito merupakan alternatif jaminan jika P3MI lalai dalam melakukan
kewajibannya atau melakukan pelanggaran, agar pekerja migran bisa mendapatkan
akses pemulihan, dalam hal ini ganti rugi melalui deposito tersebut.

Pengaturan ini tidak mengurangi hak P3MI untuk berusaha, melainkan memastikan
pelaksanaan kewajiban penghormatan pada hak asasi orang lain (Pasal 28 J Ayat (1) UUD
NRI 1945)




. PENDAPAT TERMDAP PRSAL 82 AURUF K AN PRSKL 85
HURTE X UU 78 THRUN 2077 T7& PELINGUNGAN PEKERJK

WIGRRN INDONESTA




DR LA FOKUH ARG PERLY DIKOREKST

mpunitas pada kasus-kasus pekerja migran terus berulang, akibat:
Lemahnya penegakan hukum dan pemulihan hak pekerja migran
G " Pengaturan sumir tentang keterkaitan perdagangan orang dan praktik perekrutan dan

penempatan pekerja migran

Perekrutan dan penempatan pekerja migran saat ini potensial bersinggungan
dengan perdagangan manusia, a.l.:

proses penandatanganan perjanjian kerja yang disisipi unsur penipuan dan pemaksaan,
pemberian waktu singkat untuk membaca perjanjian atau tidak adanya penjelasan akurat
dan rinci atas isi dari perjanjian kerja tersebut,

u]

penempatan PMI pada jenis atau jabatan yg tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Jalur mediasi menjadi peluang Impunitas

" Kasus perselisihan kerja, seperti penipuan peluang kerja dan perjanjian kerja, tetapi juga
ubahkan untuk kekerasan seksual 9
Potensi impunitas pelaku, pada P3MI dan/atau perorangan yang bekerja di bawah P3

atau mandiri.



* Mandat khusus negara pengirim terkait kontrak dan sanksi (poin 24 huruf (f) dan huruf (i) GR No.
26 Komite CEDAW :

(f) bantuan hukum dan administrasi: memastikan ketersediaan bantuan hukum dalam
kaitannya dengan migrasi untuk kerja. Sebagai contoh, kajian hukum harus tersedia untuk
memastikan bahwa kontrak kerja valid dan melindungi perempuan dalam prinsip
kesetaraan dengan laki-laki (Pasal 3 and 11 CEDAW);

(i) Mengadopsi regulasi-regulasi dan mengembangkan sistem monitoring untuk memastikan
agen perekrut [& penempatan] dan pemberi kerja menghormati hak-hhal semua perempuan
pekerja migran. Negara perlu memasukkan dalam legislasi definisi komprehensif tentang

E ' perekrutan tidak reguler bersamaan dengan menyediakan sanksi hukum bagi pelanggaran
yang dilakukan oleh agen perekrut [&penempatan] (Pasal 2 (e¢) CEDAW)

~ — + Kewajiban negara untuk melakukan UJI CERMAT TUNTAS (due dilligence) dalam upaya
menghapus kekerasan terhadap perempuan (GR No. 35 Komite CEDAW), meliput aspek
pencegahan, penyelidikan, penuntutan, pemidaan dan pemulihan korban.




B posal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI
/. °  Mengatur Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi:
= " Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada
~. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja

Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak
b sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani pekerja migran
Indonesia

Ketentuan pidana in1 tidak memiliki keterkaitan atau kausalitas dengan
Pemohon sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang (beritikad)
tunduk pada hukum




I 5isii 62 GURUF A DAN PASAL 85 HURYF A UG PPHY

/ ° langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dan membuka akses keadilan
" bagi pekerja migran.

b= |

~° Memajukan perwujudan hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan

pekerja migran, terutama :
®  hak atas kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat (1)) ;
®  hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1), dan atas rasa aman (Pasal 28 G Ayat 1)
hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja (Pasal 28 D (2)) dan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat (2))
®  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum (Pasal 281 Ayat (1) dan
Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 2
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat

(2))







PENGUJTAN PASAL 5% RYAT (1] RUAUF A BAN B. PASAL 82 HURUF A
AN PASHL 85 HUADF X U0 PPHT

Tidak ada bukti kerugian hak konstitusional pemohon

Terdapat bukti pemajuan pemenuhan tanggung jawab Kkonstitusional

negara pada PEALINDUNGAN, PEWHSUAN, PENEGAKKN, DAN PEMENUHAN RKK ASKSH

ANUSTA, DHCHRY WL INT [PEREMPULN] PEKERSH MIGKAN
jika ketentuan Pasal 82 dan 85 UU PPMI dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI dan
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sama
halnya negara melanggar hak konstitusional pekerja migran
Indonesia, dan aka berdampak tidak proporsional pada akses
perempuan pada keadilan.

Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak permohonan untuk
seluruhnya




TERIRA KRSTH

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan — Komnas Perempuan
JI. Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 3903963

) .
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